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Sugiarso™

“i Lazimnya, pembicaraan tentang polisi lebih banyak dikaitkan
~dengan masaleh-masalah hukum, seperti tentang penyidikan per-
‘kara, KUHAP, KUHMP dan Tain‘sebagainya, Pembicaraan yang de-
mikian ‘sebenarnyalah baru melihat dari satu sudut. pandang saja
dari keseluruhan tugas dan peranan polisi, vaitu dari sudut pan-
dang “hukum. Masih banyak sudut pandang. V?“&l_iﬁ_éin tentang
tigas “dan peranan paolisi, seperti sudut pandang kemasyarakatan,
sudut pandang Kepamong prajaan -dan dari sudut pandang ang-

Katan bersenjata. _ SV
+wndudul dariwlisan ini sudab mengarahkan kepada pembaca,
bahwa uraian yang akan teriuang dalam tuiisan ini akan mengambil
sudut pandang tentang twgas dan peranan polisi sebagai bagian dari
selurub sistem: kekuatan bersenjaia yang ada dalam suatu negara.
Oleh karena ity tidak seperti pada kebanyakan uraian-uraian dari
sudut pandang hukum, di mana permasalahan polisi berkisar pada
-imasaiah intern suatu negara. Akan tetapi dalam uraian dari sudut
pandang angkatan bersenjata akan memberikan ruang permasalah-
an wyang lebih luas, vyaiw masalah-masalah vang menyangkut
hubungan antar negara. SO :
 Penyelesaian masalsh-masalah vang terjadi dalam suatu ne-
gara akan bertolak dari. ketentuan-ketentuan yang mengikat ke
dalam, yaitu hukum positif dalam negara itu, Sedang penvelesaian
masalah-masalah antar negara akan bertolak dari ketentuan-
ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan vang mengikat antar
negara yang bersangkutan. Oleh karenanya uraian inipun skan
bertolak dari konvensi-konvensi yang ditetapkan dan disepakati
bersama antar negara-negara, teniang suatu SENGKETA BER-
SENJATA,

-
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~Penggunaan istilah “‘polisi” dan’ “polri” dalam tulisan ini
. dianggap mempunyai pengertian vang sema, dan dipergunakan
secara berganti-ganti - sesuai’ “kaitan: pembicaraan. Istilal polisi.
‘berkaitan dengan pengertianisecara umum, sedang istilah . Palri

- dimaksudkan untuk sebutan Balisi dinggara Indonesia,

_Sengkem Berseniata.

- Sengketa bersenjata sebenarnya perluasan dari arti. pada
istilah perang. Meskipun demikian disebut perang ataupun sengke-
~ta.bersenjata keduanya mempunyai fsi. yang sama, yaitu pengguna

~“an kekerasan -senjata antara dua pihak yang saling bersengkets,
~Kalau disebut perang, pengertian akan dibatasi pada pangay.
naan kekerasan senjata antara negara dengan negara, dalam ‘suatu
Kriteria tertentu. Perang dapat dibedakan antara: - perang: yang
+diumumkan: f{declared war}| dengan perang yang tidak diumum-
kan: {non decliared war), Penggunaan istilah_sengketa bersenjata
" akan ‘mencakup setiap penggunaan kekerasan ‘bersenjata-:antar
--dug pihak, baik pihak ity aniar negara, .atau pihak vang bukan
“negara akan tetapi dapat disamakan dengan negara, atau pihak-
pihak lain baik diumumkan atau tidak. divmumkan sebslumnya, -
" Sengketa bereenjata merupakan teriemahan dari kata Armed
Conflict.istilah ini secara lengkap berbunyi international: humani-
*terian law applicable in. armed conflict, vaitu hukum humaniter
Cinternasional “yang diterapkan dalam sengketa bersenjata. Istilah
" yang panjang ini kemudian cukup dissbut dengan sebutan hukum
~humaniter saja. Nama hukim humaniter membuat orang sedikit
tidak ‘menyangka bahwa vang dibicarakan - di dalamnya adalah
seal perang. Namun demikian istilah hukum humaniter merupakan
sebitan vang tepat, karena meskipun yang dibicarakan tentang
perang, fetapi dititik beratkan ‘pada pemberian jaminan perlakuan
-manusiawi bagi para korban perang. .
- Armed conflict, ada yang merﬁterﬁemahkan menjadi pertikai-
an bersenjata, ada juga vang menterjemahkan menjadi sengketa
bersenjata. Dalam’ tulisan ini istilah vang dipilih adalah sengketa
‘bersenjata, - '

Sengketa bersenjata dan hulum,

Dalam sejarsh perang menusia, bermula dengan tiadanya
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EG inya kirarkira.: apabilasenjata berbunyi
'eh hukum.. Namun demikian sejarah. selanjutnya
: sing-masing pihak_dalam perang atau. dalam
iukan adanya.- Uaturan. _;-g}_é??m'ﬁiﬂan“
ebut, Maka lahirlah aturan main:dalam seng-
rsen: ng kemudian menjadi hukum. perang. *Apabila
zamah sekarang ini kita mengenal -hukum .internasiona,
UKum internasional vang tertua. adaiah hukum, per

tukunm :perang. dibedakan: menjadi’ dua” masan, yait
.84 Bellum. atau hukum. tentang ‘perang;ang mengatur delam hal
. ;",'-';E;éaga’ima:ﬂ_ak_ah .suatu . negara: dibsnarkan “untuk menggunakan

keke n_senjata, -dan fusin bells yaiw hukum:vang berlakuy

dalam perang (Mochtar Kusumeatmadia, 1953.:hal. 101,

- Dalam Jus ad bellum inipun dikenal dua,-macam:m’aterinya, yaitu
“tentang cara dilakukannya perang atau the conduct of war. dan

~hukum teniangperlindungan - korban -.perang : baik' bagi—orang:
orang sipil ataupun militer, st 4, R NGEM s

-« Tentang the conduct of ‘war ini, kemudian dikenal kum-
pulan-kumpulan-hukum tentang cara dilakukannya perang, vang
dikenal-.dengan hague nifes atay ‘hukum: Den Hazg, Salah satu
‘contoh hague “rules adalah konvensi Den ‘Haag 1907 yang berisi
tiga buah konvensi yang mengatir® teniang sengketa bersenjata,
ialah : EEE e SR e

Konvensit  : mengatur penyelesaian sengketa internasional

. \ ¥  secara damai. ' e - |

Konvensi 1] mengenai pembatasan penggunaan kekerasan
dalam menagih utang-utang negara.

Konvensi lIl . mengenai cara memulai permusuhar,

Tentang perlindungan korban perang, dikenal sebagai hukum
Jenewa, yang terdiri dari konvensi-konwvens] Jenewa. Materi dari
hukum Jenewa _p:afd'a__ pokoknya mengatur fentang perlindungan
korban perang baik dari anggota militer dan orang-orang sipii.
Hukum Jenewa vang terkenal adaizh Konvensi-Konvensi Jenewa
1949 tentang periindungan korban perang,
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Dem;f{mriuh ;}ﬁi‘kembangaﬂ dan macam-macam hukum
R daiam engketa. @ersenja‘ta Semakin: sempuma hukum dalam seng—'
_%}ersen}a'{a semakln banyap: segi-segi - yang diatur; tidakisaja
.-:ka nasemakin: majunya peraQatan vang dsgunakan dalam senghketa

o : -'s;stem kekuatan bersenjata yang ada da am suaw ﬂegara

'_"Kambawﬂ ﬁﬁm Mm -@mbamﬁ AT . 4 \
o Baiam seﬁgkew bersen;ata dzkenai AZA% Qembadaar fcf:smc-.
tion principles),” yait ‘membedakan antara ‘orang-orang yang:
'memgunyas ‘Status. kombatan dan status ‘non-Kombatan, - Status
kombatan adalsh dimiliki bagi orang-orang vang turut langsung
dalam peﬂempumq sedang status non kombatan dimiliki- bagi
orang-orang yang tidak wirut &angsung daiam periempuran @epem
penduduk dan orang-orang sipil; ]

+ Orang-orang yang fermasuk gciergaﬂ kambataﬂ adal ah orang
m’ang yvang termasuk. dalam penmeman pasal 13 %{anenss Jenewa |
dan Pasal 13 Konvansi Jenewa i}, vaitu anggota angkatan parang
pthak yang bersengketa anggota -wajib. militer dan sukarelawan
serta:-anggoia gerakan yang terorgamsw Yang harus memenuh;
syrat-gsyarat sebagai berikut, et ST %

a,  Adanyas ssorang komandan yang her"tanggung gawab terhadap
- ~bawahannya. pai - N

h.™ ‘Harus 'ada tanda tanda yang tetap yang mudah dakenai -dari
“farak jauh, g

¢, Membawa sen;ata secara teranc -terangan.

Melakukan operass meraka sesuai dengan. hukum-hukum
dan kebiasaan perang.

~+ Orang-orang vang termasuk golongan kembatan ini mempu-
nyai’ falke untul dilindungt apabila telah jatuh ke tangan musuh
karena luka, sakit atau ditawan, karena tidak dapat lagi ikut dalam
pertempuran {hors de combat).. Sehaliknya golongan  kombatan
ini juga dapat dijadikan sasaran tembakan lawan, Dieh karena itu
orang-orang yang termasulk golongan kombatan wajib membeda-
kan diri dengan orang-orang sipil.
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s&baga& komhataﬁ

- : Sarbéda dengan ba{ian badan kepohsnan yana ada d; -negara
-.'-‘Ea;n - Kepolisian  Negara -Republik indonesia’ {?oin) mempunyai

o fkedumukaﬂ sebagai “kombatan. “Hal “int dsmungkmkan ‘karena
'-'f_?eira memmkan bagsaﬂ dari. Angkataﬂ ﬁerenjata Repubiak indo
: nesua

. P@sai 29 Undang»&}ndang no. .20 'i:ahun 1982 fenmng Keten-
tuan. Pokok: ?emahanan Keamanan . Megara Republik Indonesia,
memya"takan ; : : :

Angkatan Eer&en;ata terdm atas _ .
'_a.' “Tentara Nasaonaﬁ Indomssa Angkalan Darat beseria
' cadangannya. -
b, - ._fi'ént_é%fé - Masional indonesia Angkatan Laut beseria
_. Cadangannya. - N
¢. Tentara Nasaenai “indonesiz Angkatan Udara beseria
, cadangannya : f ' ' .
d. Kemi&s%an Negara Hepublak !ﬂdonesaa

ﬁeﬁgan melihat pada Ketentuan Peranhaﬁ UU No. 20/1882—
di.mana dalam pasal 45 ayat 3 dinyatakan UU no.13/1861 masih
‘berlaku — maka bunyi pasal 29 UU No. 20/1982 ini sejalan
dengan sumusan yang ada pada Undang-Undang Pokok Kepolisian
{UY Neo, 13/1861), dimana dalam pasal 3 disebutkan:

“Kepolisian MNegara adalah ‘Angkatan Bersenjata”. Kemudian
dapat dilihat selanjuinya pada pasai 18 avat 2 UU No. 13/‘%96?
yang berbunvi:

Kepolistan Negars dapat ditkut sertakan secara baik fisik
di dalam pertshanan dan ikuf serta dalam pengamanan
uszha pertshanan guna mencapal potensi madmal darl
rakyat dalam pertahanan total,

Pasal int menegaskan peranan Polri dalam tugas pertahanan,
sebab dencan dinyatakan bahwa Kepolisian Negara dapat diikut
geriakan secara fisik -dalam perishanan berarti Polri ikut langsung
dalam sengketa bersenjats, dan ini berarti menegaskan kedudukan
Polri sebagai Kombatan.

-Dalam kedudukannya sebagai kombatan, Polri ikut langsung
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Keadam vang: melatar: belakangi perkembangan’ Polisi ﬁ#éﬁjeé_di
Kombatan, ¢ e

"':Menarik sekali .mengamati perkembangan sistimatis téntang
~kedudukan polisi menjadi kombatan; seperti’ tampak “datam ru-

~ musan Konvensi. Den Haag, Konvensi Jenewa tahun 1948 samipai
-dengan : Protokel tambahan | tahun. 1877, Semula Polisi tidak
termasuk ‘kombatan, namun pada protokol “tambsghan 1 tahun
1977 dinyatakan bahwa badan-badan penegak hukum bersenjata
dapat menjadi kembatan asal diberitahukan sebelumnyakepada
- pihak lawan.. Perkembangan. ini .akan  mengarahkan perhatian
“kepada p bangan ciri-ciri dari Polisi sebagai. akibat perkem-

bangan ancaman terhadap masyarakat dan perkembangan. masalah-

masalah yang dihadapi niegara-negara yang bersangkutan.

.. Pembentukan the nevr police di Inggris pada abad ke 18 oleh
Sir. Robert Peel, ‘merupakan . fonggak -sejarah perubshan Poiisi
m_énja_;f_i.__be_nmkwa yang militeristis. Dikatakan oleh Sir Robert
Peel sebagai. .berikut: The police -have ‘1o be military organized
and.controle by government”. Bahwa Polisi harus tersusun secarsa
militer dan diawasi oleh pemerintah. QSaepamc'SGeriaAtmad;‘a,

1882 halaman 178). -
Dan sejak itu Polisi di Inggris menjadi militeristis, yang kemudian
ditiru oleh negara-negara lain, yang menyusun kepolisian menjadi
militeristis dengan senjata di iangannya. -4

- Kemudian. setelsh . berakhirnya Perang Dunia I, . negara
neara duniz ketiga melibatkan seluruh unsur bersenjatanya ~ ier-
masuk kepolisian ~ dalam perjuangannya mershut kemerdekaan
melawan kekuatan kolonial. Keadaan tersebut kemudian vang
memberi warna dan ¢ir lebih militeristis kepada kenolisian-ke-
polisian di negara berkembang. Ituizh yang menjadi latar belakang
bunyi pasal 43 ayat 3 Protoke! tambahan | tahun 1977,

Demikian pula di Indonesia, sejak masa perjuangan merebut
kemerdekaan dan masa selanjutnya dalam menegakkan kedaulatan
Negara, Polri merupakan salah satu unsur kekuatan bersenjata.
vang bersama-sama unsur kekuatan bersenjata vang lain, telah
menentukan sejarah bangsa Indonesia. Seperti tampak dalam
bunyi Penjelasan Pasal 18 ayat 2 UU No. 13/1881:

"Kewntuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan praktek sejak
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